BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang
menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara
korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata
maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan,
baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga
kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara korban yang sah. Untuk
sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan keperdataan adalah dengan
mendasar pada ketentuan perbuatan melawan hukum yakni dalam Pasal 1365
KUHPerdata, hal ini digunakan mengingat dalam perkara tindak pidana
korupsi tidak didefinisikan secara normatif, namun pasal ini merupakan pasal
yang paling akomodatif bagi istilah korupsi.

2. Reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam melakukan
tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat
dengan mengefektifkan kewenangan Jaksa selaku pengacara negara.
Kewenangan Jaksa dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan
korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal pengembalian aset koruptor

dapat dilaksanakan dengan gugatan keperdataan sebagaimana telah diatur
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dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Tipikor yang secara jelas dan nyata

telah ada kerugian keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,

Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah agar dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak
Pidana, mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi,
dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam
memerangi tindak pidana korupsi, serta kebutuhan penyelarasan paradigma dan
ketentuan-ketentuan serta instrumen internasional secara maksimal dalam
peraturan perundang-undangan, .

2.  RUU tentang Perampasan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada
seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga UU ini
dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

3. Diharapkan pemberlakuan UU Perampasan Aset ini kelak akan mendorong
pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai
ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang
bertanggungjawab agar tidak disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan negara.
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